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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 8/KU.01/JT-11/01/2026
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 4/KU.01/JT-11/01/2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER)
SAKTI TIPE SATKER K/L (SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang

Mengingat

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

bahwa Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Karanganyar selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor.
4/KU.01/JT-11/01/2026 tentang Penetapan Pengguna (User) SAKTI
Tipe Satker K/L (Kementerian/Lembaga) pada Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 menetapkan
pengguna (User) SAKTI tipe satker K/L (Kementerian/Lembaga)
guna peran anggaran belum menetapkan guna peran
perbendaharaan;

bahwa penambahan pengguna (User) SAKTI tipe satker K/L
(Kementerian/Lembaga) guna peran perbendaharaan maka perlu
dilakukan perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Karanganyar selaku Kuasa Pengguna Anggaran
tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Karanganyar selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor.
4/KU.01/JT-11/01/2026 tentang Penetapan Pengguna (User) SAKTI
Tipe Satker K/L (Kementerian/Lembaga) pada Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK. 05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/ PMK.05/ 2018 tentang
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

beserta Peraturan Perubahannya

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI,

e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 /KMK.01 /2013 tentang Tata
Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda
Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan
Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi.;

g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
290/KU.01.00/K1/12/2025 tentang Perubahan Keenam Belas
Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar selaku
Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Pertama Keputusan
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Nomor. 4/KU.01/JT-11/01/2026 tentang Penetapan
Pengguna (User) SAKTI Tipe Satker K/L (Kementerian/Lembaga) pada
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Menunjuk Nama/ NIP, Pangkat/ Golongan, Jabatan, dan Peran User
pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini sebagai
User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Karanganyar.

Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2026 sampai
dengan diterbitkannya Surat Keputusan Baru.

Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan
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ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 30 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT,

Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Harli Krisnawa Adi, S.E
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Lampiran

Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa

Pengguna Anggaran

Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor.

4/KU.01/JT-11/01/2026

(Kementerian/Lembaga)
Bawaslu  Kabupaten
Anggaran 2026

tentang Penetapan
Pengguna (User) SAKTI

Tipe Satker K/L
pada Sekretariat

Karanganyar  Tahun

PENETAPAN USER SAKTI TIPE SATKER K/L (KEMENTERIAN/LEMBAGA) PADA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA/ NIP/ PANGKAT/

NO GOLONGAN PERAN JABATAN
HARLI KRISNAWA ADI SATKER_KPA
1 NIP. 19830106 200604 1 008 SATKER_PPK KUASA PENGGUNA
Pen.ata Tingkat | (IIl/d) SATKER_VALIDATOR_ASET ANGGARAN
9 SATKER_VALIDATOR_PERSEDIAAN
, | WRANT SATKER_ OPERATOR PENBAYARAN | ENDAMARA
NIP. 19790227 200902 2 009 SATKER:OPERATOR:KOMITMEN PENGELUARAN
DANU PRADANA SATKER_PPSPM
3 NIP. 19950129 202012 1 002 SATKER_APPROVER_ASET PPSPM
' SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN
DWI ASTUTI SATKER_OPERATOR_ANGGARAN
4 NIP.19910221 202521 2 023 SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN STAFF KEUANGAN
SATKER_OPERATOR_KOMITMEN
SATKER_ADMIN
SATKER_OPERATOR_PELAPORAN
5 INDRIAN PUTRI PRABAWANTI SATKER_OPERATOR_ASET STAFF KEUANGAN

NIP. 19990911 202201 2 002

SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN
SATKER_OPERATOR_KOMITMEN

KEPALA SEKRETARIAT,

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran

Harli Krisnawa Adi, S.E
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